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BAGIAN 11

MODEL PEN GAMALAN PAN CASILA
karya Dr. H, Akadun, M. P4, '
(Dosen LLDIKTI | V DPK pada STIA Sebelas April
' Sumedang)

Pendahuluan ,

Studi tentang model pengamalan Pancasila sangat
krusial untuk efektivitas pengamalan Pancasila dalam
kerangka pencapaian tujuan nasjonal atau pencapaian
masyarakat Pancasila, Model  pengamalan Pancasila
memberikan kerangka dasar kepada setiap warga negara dan
lembaga, baik sektor publik maupun sektor privat, dan civi/
society maupun komunitas untuk melaksanakan Pancasila. Di
samping akan memberikan  acuan kepada pendidik,
widyaiswara, Irainer, pimpinan dalam melakukan sosialisasj
dan internalisasi Pancasila termasuk dj dalam Pendidikan
Pancasila.

Selama ini keherhasilan pengamalan Pancasila hanya
dilihat darj perspektif individy, Artinya, pengamalan
Pancasila dilakukan seorang individu, apakah ity sebagai
anggota masyarakat (lingkungan masyarakat), warga negara
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apabila Seseorang menjalankan sila-sila Pancasila dalam
kehidupan Secara pribadi (individual). Jika seseorang
menjadi guru, maka dia mengamalkan sila-sila Pancasila
ketika menjalankan beran sebagai gury, Eksternah'tasnya,
palin'g mungkin kepada ang -anak -atau anak didiknya——
meskipun tergantung darj kerelaan anak-anak atay angk

tinggi suaty Jabatan publik Seseorang, maka semakin luas dan
banyak eksternalitasnya. Akan tetapi, cksternalitas sangat
terbatas darj orang-orang dj bawahnya atay asuhannya
(itupun Sangat tergantung bPasang surut dari individy
tersebut). Manakala tidak menjadi atasan lagi, maka tidak

manakala dirancang terlebih dahuly sistemnya,  tidak
diserahkan kepada masing—masing individu. Sistem ini dapat
berupa peraturan perundang-undangan sampai juklak dan
Juknis (Standarg Operating Procedure),

Lantas, manakah yang lebih efektif mode] pengamalan
Pancasila secara individual atay Secara sistemik? Untyk

menjawab bertanyaan tersebut, dapat dibaca paparan
selanjutnya,

Membumikan, Pancasilg




Model Pengamalan Pancasila

Kategorisasi jenis pengamalan Pancasila penting
dilakukan karena kedua perspektif itu membutuhkan pola
sikap dan pola tindak berbeda dalam mewujudkan Pancasila
di bumi Indonesia. Dalam perspektif individu berarti nilai-
nilai Pancasila seperti religiusitas, humanitas, nasionalitas,
sovereinitas, dan sosialitas dimanisfestasi dalam pola pikir,
pola sikap, dan pola setiap individu yang menjadi warga
negara Indonesia.

Seorang guru bagaimana mewujudkan nilai-nilai
Pancasila itu dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sosial (sebagai guru.
kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat di RT.
RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara.
bahkan warga dunia). Demikian juga seorang pedagang.
petani, polisi, hakim, bupati, gubenur, menteri, anggota DPR.
dan presiden mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pola
pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan pribac: -
maupun kehidupan sosial.

Pengamalan Pancasila secara individual akan memiliks
dampak kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa das
bernegara manakala individu yang mengamalkan Pancasiis
itu memegang posisi manajerial dalam suatu organisass.
Manakala individu memegang fop manajerial, maka dia dages
memerintahkan * seluruh anggota organisasinya uncal
mengamalkan Pancasila. Jika dia seorang middle manajeral,
maka lingkup pengaruhnya di kekuasaan saja. Apalags &
posisi low manajerial semakin terbatas.
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Oleh karena 1tu, pengamalan Pancasila secara individu
Ini  merupakan serendah-rendahnya bentuk pengamalan,
Seperti sering dijargonkan oleh K.H. Abdullah Gymnastiar,
“untuk melakukan perbaikan itu mulaj dari diri sendiri, darj
yang paling dekat, darj yang sedikit.” Pertanyaannya,
. “Bisakah beéngamalan Pancasila secara individu melahirkan
perbaikan atay perubahan?”

Dalam teori manajemen SDM, seorang  dapat
mengusulkan  perubahan di Organisasinya dengan
mengusulkan ke atasnya di wakty yang tepat. Kalau situasj
dan kondisi tidak tepat, atasan tidak menerima sarannya.
Lumayan kalay tidak disemprot karena dicap oleh atasan
menjadi orang vyang sok tahu, langsung  diysir atay

ditinggalkan begitu saja oleh pemimpin tadi. Saat yang tepat

Teori manajemen SDM tadj kadang dilupakan kareng
kondisi tertenty Hal ini menimpa saya ketika akan
mengusulkan strategi peningkatan prestasi olahraga (secara
tersebar ide saya itu sebenarnya sudah dimuat di beberapa
koran karena tidak ada yang mendengar, maka ketika
bertemy dengan salah saty pembina cabang olahraga, ingin
Saya ungkapkan ide-ide Saya tersebut). Salah saty yang sering
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Pada suatu acara, salah satunya yang akan memberikan
sambutan adalah Ketua Umum PSSI (waktu itu Pak Nurdin
Halid). Saya datang ke acara itu, ingin menyampaikan unek-
unek saya tentang strategi peningkatan prestasi sepak bola.
Begitu beliau selesai saya ikuti. Kebetulan banyak wartawan
yang mencegatnya. Saya langsung mengajukan pertanyaan,
“Mengapa Bapak sering sckali mengirim pemain Indonesia
ke luar negeri (ke Uruguay dan Italia)?” Jawaban dan
sekaligus tesis beliau adalah, “Karena SDM pelatih Indonesia
rendah”. Padahal realitas menunjukkan setelah dikirim ke
Uruguay dan Italia, sepak bola kita tetap keok. Bahkan, tesis
itu masih digunakan kepengurusan organisasi pembina
cabang olahraga itu telah berganti. Bukti Luis Mila diboyong
menjadi pelatih, prestasi sepak bola kita tetap jeblok.

Oleh karena itu, saya langsung mengajukan pertanyaan
sarkasme kepada beliau, “Bukankah SDM pengurus PSSI-
nya yang rendah karena tidak memiliki strategi peningkatan
prestasi yang jitu?”” Kesal dengan pernyataan saya itu, beliau
langsung pergi dan meninggalkan saya dengan tertawa geli.
Tesis yang dikatakan oleh pembina dapat saya katakan dalam
bahasa kasarnya salah atau dalam bahasa yang lebih halus
kurang tepat. Mengapa?

Studi kepustakaan yang saya lakukan menunjukkan
prestasi olahraga Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan
meningkat dratis dipicu pembinaan olahraga di ketiga negara
itu berbasis ilmiah (keilmuan). Sebelum ke teknik, mereka
melakukan penelitian bagaimana menghasilkan atlet yang

power (kekuatan), ketahanan, dan kecepatan. Untuk

260 Pendidikan Kewarganegaraan

mendapatkan S
postur tubuh mx
hanya atlet, te
program sehing
dari ketiga neg
beke-beke lagi
warga negara n

Strategi |
makanan yang
konsumsi dagi
Indonesia pun !
meningkatkan |
masih terjadi, t
berebut bola d
terpental, sulit
(kecuali untuk
tubuhnya masil

Pengalan
strategi pengar
yaitu Bapak Y
selesai menjad:
apa strategi B
Indonesia? Ja
dipikirkan sa
mengatakan pu

Dari pen
sulit melakuka
apa? Entah ku:

Membumikan P.




mendapatkap SDM a
postur tubyh mereka h

dari ketiga hegara memiljk; po
Pertanyaan beke-befe Iagi/pendek—pendek
Pemain Indonegj, Warga negars mereka ]
7 Jawabap dan

memiliki

Ppelatih Indonesia

8222 jeb/or
hﬁnkan Pertanyaap
A pengurus PSSy
Wrategi Peningkatapn
Ban say, itu, beliay
tertawa gelj,
Bava katakan dalam
& vang lebih halug

kan menunjukkan
# Koreg Selatan
adi ketiga negara
€ teknik, mereka
tlkan atfet yang
“Cpatan. Untyk

'warg anegayr, aan

Membumikan Pancagij,




gagal mengemban tugas. Bagaimana ide-ide cemerlang
beliau tentang Pancasila disosialisasikan dan diinternalisasi-
kan dalam pejabat dan anak bangsa lainnya, karena Beliau
mengundurkan diri. Secara hipotetik program-program
(berarti usulan-usulan beliau) banyak ditolak lembaga lain.
Bayangkan pada posisi kepala saja susah kalau secara
individual kelembagaannya setara atau di bawah organisasi
lain.

Padahal melalui BPIP kalau sabar mengadvokasinya,
maka lama-kelamaan akan diharapkan terjadinya perubahan
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari para pejabat untuk
mengamalkan Pancasila. Dalam pepatah bahasa Sunda
diungkapkan, bahwa “Tikaracak ninggang batu, lama-lama
jadi lebu”. BPIP sebenarnya dapat melakukan itu secara
sistemik, “karena sepengetahuan dan sepengalaman saya”
dalam pembuatan peraturan perundangan setiap sektor yang
berkaitan akan diikutsertakan dalam suatu pembahasan
peraturan perundang-undangan minimal didengar suaranya
ketika ada rapat koordinasi.

Misalnya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau
Omnibus Law, BPIP bisa mengadvokasikan bagaimana agar
UU tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila dalam
rapat koordinasi lintas sektoral. Demikian juga seharusnya
ada kesadaran dari kementerian atau lembaga non-
kementerian untuk mengundang untuk menjadi pembicara
wakil dari BPIP. Selama ini program-program sosialisasi
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau
diganti sosialisasi Bukan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa

262 Pendidikan Kewarganegaraan

dan Berneg:
Kewarganeg
pengamalan
Pengai
melalui pe
undangan m
setiap warga
sektor priv:
mematuhi p
nya Pemerin
kehidupan s
tindak setiar;
mengamalka
Permukiman
Kehutanan,
Pendidikan,
UU dan pera
Manak
diatur dalan
lembaga dar
nya, setiap o
harus menj:
perundang-u:
lembaga yan
diamalkan.
bangsa, mak:
pasal 31 ini ¢
No. 20 Tahu

Membumikan



lang
isasi-
Beliay
gram

ga lain.
secara
anisasi

nya,
::ahan
ht untuk
I Sunda
ma-lama
1 secara
n saya”
Or yang
bahasan
laranya

ja atau
la agar
dalam
rusnya
non-
bicara
alisasi
atau
angsa

dan Bernegara atau Pendidikan Pancasila atay Pendidikan
Kewarganegaraan yang  disasar adalah bagaimana
pengamalan Pancasila secara individual.

Pengamalan Pancasila secara sistemik atau struktura]
melalui  peraturan perundangan. Peraturan perundang-
undangan merupakan saty langkah strategis untuk memaksa
setiap warga negara, pejabat, lembaga sektor publik maupun
sektor privat, baik dalam maupun luar negeri, untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan NKRI, Selayak-
nya Pemerintah RI harys mengatur seluruh sektor dan bidang
kehidupan sehingga setiap pola pikir, pola sikap, dan pola
tindak setiap orang yang berada di Indonesia dipaksa untuk
mengamalkan Pancasila. Misalnya, sektor Pekerjaan Umum,
Permukiman, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian,
Kehutanan, Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan,
Pendidikan, Ketenagakerjaan dan yang lainnya harus dibuat
UU dan peraturan pelaksanaannya.

Manakala setiap sektor dan bidang kehidupan $udah
diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap
lembaga dan pejabatnya, setiap perusahaan dan pengelola-
nya, setiap orang asing dan seluruh warga negara Indonesia
harus menjalankan peraturan tersebut. Kalay peraturan
perundang-undangan tersebyt telah dipatuhi oleh orang dan
lembaga yang ada di Indonesia, maka berarti Pancasila telah
diamalkan, Misalnya, untuk mencerdaskan  kehidupan
bangsa, maka diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 . Berdasarkan
pasal 3] ini dijabarkan menjadi UU tentang pendidikan (UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
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UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Lalu
dijabarkan menjadi Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri dan atau Peraturan Kepala
Lembaga atau Badan, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah
(Akadun, 2020).

Ketika para pejabat negara membuat kebijakan dan
ASN melaksanakan kebijakan tersebut juga harus memiliki
landasan hukum yang baik berupa UU dan peraturan
pelaksanaannya. Implikasinya setiap program-program
pemerintah dapat merupakan pengamalan Pancasila.
Misalnya, pembangunan sekolah, program sertifikasi guru,
program pemberian beasiswa, program peningkatan prestasi
guru dan dosen juga merupakan pengamalan Pancasila.
Ketika guru atau dosen berprestasi atau murid berprestasi itu
merupakan pengamalan Pancasila.

Dasar filosofis model pengamalan Pancasila secara
sistemik adalah Pancasila sebagai dasar negara atau Norma
Dasar (Grundnorm) menurut Hans Kelsen dan Norma
Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) menurut
Hans Nawiasky, Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum negara (MPR, 2013; Attamimi, 1991). Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar
filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan
Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
negara, Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang
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remoentukan  Peraturan Perundang-undangan. Dalam
penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas
hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam
pembangunan hukum. Secara akademik, hal tersebut sesuai
dengan pendapat Hans Nawiasky tentang Teori Hierarki
Norma Hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang dan
berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi. Yang disebut dengan
Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara). Untuk
itu semua dokumen hukum negara mulai UUD, TAP MPR,
UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota,
substansinya harus mendasarkan  dan tidak  boleh
bertentangan dengan nilai-nilaj Pancasila.

Adapun model pengamalan Pancasila secara individual
memiliki dasar filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup
(way of life) (MPR RI, 2013). Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa mengandung makna, bahwa semua aktivitas
kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan
Pancasila (Welianto, 2020). Karena juga -merupakan
kritalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari
kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut
adalah: nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan (religiusitas);
nilai dan jiwa kemanusian (humanitas); nilai dan Jiwa
persatuan (nasionalitas); nilai dan Jiwa kerakyatan-demokrasi
(souverenitas); dan nilai dan Jiwa keadilan sosial (sosialitas).

Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat
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Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari.
Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang
sering disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup,
pedoman hidup, atau pandangan dunia.

Meskipun eksternalitas mode] pengamalan Pancasila
secara sistemik lebih luas pengaruh atau dampaknya
ketimbang model pengamalan Pancasila secara individu,
akan tetapi sistem yang Pancasilais itu diciptakan oleh orang-
orang (terutama pejabat negara) yang Pancasilais, maka
penerapan model pengamalan Pancasila harus secara
simultan antara sistemik dan individual.

Penutup
Selama ini pengamalan Pancasila cenderung

menggunakan model individual. Implikasi model sosialisasi

dan internalisasi nilai-nilai Pancasila cenderung untuk
pembelajaran bagaimanaa individu mengamalkan nilai-nilai
Pancasila. Padahal model pengamalan Pancasila memiliki
eksternalitas dan jangkauan lebih masif, sistematis, dan
terstruktur ketimbang model pengamalan Pancasila secara
sistemik. Oleh karena itu, diperlukan model sosialisasi dan
internalisasi Pancasila yang mendukung model pengamalan
Pancasila secara sistemik termasuk dalam pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan/atau Pendidikan Kewarga-

negaraan.
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